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ABSTRAK 
 
Dita Dwi Suci Wijayanti NIM : 02114026 Upaya Hukum Bagi Warga Negara Asing 
Yang Mempunyai Rumah Tunggal Yang Habis Masa Berlakunya. Untuk memberikan 
pemahaman dan penjelasan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga negara 
asing yang mempunyai rumah tinggal yang habis masa berlakunya . pada penelitian ini 
metode yang digunakan dalam menjawab masalah yang menjadi pokok pembahasan yaitu 
menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dilengkapi dengan beberapa 
pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan 
historis. Sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Penulisan ini 
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa perlindungan hukum yang dapat diberikan 
bagi WNA yang memiliki hak pakai diatas hak milik orang indonesia. serta untuk memahami 
apa upaya hukum bagi Warga Negara Asing yang memiliki rumah tinggal diatas Hak Pakai 
setelah batas waktu berakhir. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) ada beberapa 
perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah indonesia terhadap warga negara asing 
yang memiliki rumah tinggal yaitu; jangka waktu diperpanjang, dapat diwariskan, hak pakai 
yang dimiliki oleh warga negara asing tersebut dapat dibebani hak tanggungan. (2) upaya 
hukum yang dapat dilakukan oleh warga negara asing apabila terjadi sengketa ketika 
kepemilikan rumah tinggal tersebut habis masa berlakunya maka warga negara asing dapat 
melakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. 
 
Kata kunci : Hak Pakai, Warga Negara Asing, Jangka Waktu 
  
ABSTRACT 
 
Dita Dwi Suci Wijayanti NIM: 02114026 Legal Efforts for Foreigners Who Have 
Single House Expired Period. To provide an understanding and explanation of legal 
remedies that can be carried out by foreign nationals who have a residence that expires. in 
this study the method used in answering the problem that became the subject of discussion 
using the method of juridical normative research and equipped with several approaches are 
the approach of legislation, conceptual approach and historical approach. Source of primary 
legal material and source of secondary legal material. This writing aims to find out and 
analyze what legal protection can be given to foreigners who have usufructuary rights over 
Indonesian property rights. and to understand what legal remedies for foreign nationals who 
have a residence are above the Right of Use after the deadline expires. The results of this 
study indicate that: (1) there are several legal protections given by the Indonesian 
government to foreign nationals who have a residence, namely; extended period of time, can 
be inherited, the usufructuary rights owned by foreign nationals can be burdened with 
mortgage rights. (2) legal remedies that can be done by a foreign citizen in the event of a 
dispute when the ownership of the residence expires, foreign nationals may mediate to settle 
the dispute. 
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BAB IV 
 
 
 
 
 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
4.1 KESIMPULAN 
 
 
 
 
 
1. Dengan pemberian Hak Pakai bagi Warga Negara Asing pemerintah juga 
memperhatikan perlindungan bagi kepemilikan hak atas tanah dengan 
status kepemilikan Hak Pakai yaitu dengan memberikan perlindungan 
hukum terhadap Warga Negara Asing yang mempunyai rumah tempat 
tinggal atau hunia. Perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah 
Indonesia yaitu; 
 
a. pemberian jangka waktu yang bertambah yaitu selama 80 
 
b. dapat di wariskan kepada ahli warisnya apabila pemilik rumah 
tempat tinggal tersebut meninggal dunia. 
 
c. Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebankan hak 
tanggungan. 
 
2. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Warga Negara Asing apabila 
jangka waktu bagi warga negara asing yang memiliki rumah tinggal diatas 
hak pakai setelah batas waktu berakhir upaya hukum yang dapat dilakukan 
ialah dengan cara mediasi dimana mempertemukan kedua belah pihak 
untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak tersebut. 
 
 
 
69 
  
70 
 
 
 
4.2 SARAN 
 
 
 
 
 
1. Sebaiknya pemerintah membuat suatu peraturan yang lebih jelas mengenai 
suatu perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada 
Warga Negara Asing yang memperoleh status kepemilikan rumah tunggal 
dengan status kepemilikan Hak Pakai atas tanah yang bertempat tinggal di 
Indonesia. 
 
2. Pemerintah haruslah tegas mengenai upaya hukum apa yang dapat 
dilakukan oleh Warga Negara Asing apabila dikemudian hari terjadi suatu 
sengketa yang akan timbul dalam hal kepemilikan rumah tunggal yang 
dimililki oleh Warga Negara Asing dengan status kepemilikan Hak Pakai. 
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